ANGGARAN DASAR
MUSYAWARAH GURU BIMBINGAN & KONSELING (MGBK)
SMA/SMK KABUPATEN ACEH TAMIANG

MUKADIMAH
Dengan senantiasa memohon ridho Allah SWT (Tuhan Yang Maha Kuasa), bahwa saat ini kita berada pada era digital atau industri 4.0 dan menghadapi revolusi industri 4.0 yang semakin kompetitif dan semakin ketat persaingan global dibutuhkan persiapan yang matang untuk membentuk peserta didik yang unggul tidak hanya secara akademis tapi juga berkarakter yang baik, yang mampu bersaing di tingkat nasional dan juga tingkat internasional. Karena di jaman sekarang ini dibutuhkan lulusan peserta didik yang memiliki kecakapan gobal dalam hal cara berfikir, bekerja dan penguasaan ilmu dan teknologi. Diperlukan pendidikan yang menekankan pada potensi peserta didik dalam setting pendidikan karakter. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan: “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jsmani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”
Perubahan jaman sekarang ini akan mempengaruhi pemberian layanan bimbingan konseling di sekolah. Guru BK harus berkomitmen yang kuat, kerja keras untuk terus mengembangkan diri, belajar terus menguasai keterampilan konseling, menguasai dan mempunyai keterampilan penggunaan literasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pemberian layanan Bimbingan Konseling di sekolah sehingga efektif dan efisien, sesuai dengan perkembangan jaman. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Griffin & Mc Gaw (2012) terbagi menjadi empat kecakapan penting yang harus dimiliki guru saat ini ialah way of thingking, way of working, tool of working, dan living in the word. Kecakapan yang pertama yaitu kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan mengambil keputusan, Kecakapan yang kedua di dalamnya termasuk kemampuan komunikasi dan kerjasama. Kecakapan yang ketiga, antara lain kemampuan literasi informasi dan memiliki kemampuan memanfaatkan tehnologi informasi dan komunikasi. Kecakapan yang keempat, antara lain memiliki pemahaman tentang kehidupan dan karier yang baik, secara pribadi dan sosial, serta memiliki kesadaran dan kompetensi sosial.  
Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) Kabupaten Aceh Tamiang, yang selanjutnya disingkat MGBK SMA/SMKmerupakan salah satu organisasi profesi guru bimbingan dan konseling. Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) Kabupaten Aceh Tamiangmerupakan wadah yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk mensosialisasikan, melaksanakan dan mengejawantahkan kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pendidikan. 
Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) Kabupaten Aceh Tamiang selain sebagai sarana perpanjangan tangan pemerintah, juga sebagai sarana saling bertukar pengalaman dalam tugas keseharian sebagai guru pembimbing, sehingga diantara guru bimbingan dan konseling dapat saling mengisi, menambah wawasan dan meningkatkan profesionalisme.
Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) Kabupaten Aceh Tamiang sebagai salah satu organisasi profesional berupaya untuk senantiasa menjaga keberadaannya secara bermakna khususnya di tengah-tengah guru bimbingan dan konseling dan umumnya di tengah-tengah masyarakat, sebagai organisasi yang mandiri, terbuka, otonom dan menjunjung tinggi keprofesionalannya.
Untuk menjaga keberadaannya secara berkesinambungan perlu ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai pedoman dasar pengelolaan organisasi serta pelaksanaan program-program, yaitu sebagai berikut :
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Anggaran Dasar Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) Kabupaten Aceh Tamiang ini, yang dimaksud :
1. Anggaran Dasar adalah merupakan keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung dalam berorganisasi dan hubungan antara Pengurus dengan para Anggota Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) Kabupaten Aceh Tamiang serta instansi/badan/orang yang berkepentingan untuk terselenggaranya tertib organisasi;
2. Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Aceh Tamiang, yang selanjutnya disingkat MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang merupakan wadah yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pendidikan;
3. Pengurus adalah Ketua MGBK SMA/SMK beserta perangkat pembantunya sesuai dengan struktur organisasi yang termuat dalam Anggaran Dasar;
4. Anggota adalah seluruh guru bimbingan dan konseling SMA/SMK Negeri/Swasta di Kabupaten Aceh Tamiang dan terdaftar pada SK. Anggota Anggota MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang.




BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2
1. Organisasi ini bernama MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang.
1. MGBK SMA/SMK berkedudukan di Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB III
DASAR PEMIKIRAN
Pasal 3
1. Undang-undang Dasar Republik Tahun 1945; Pembukaan pada alenia 4, dan Bab XIII Pendidikan, Pasal 31, ayat (1) dan ayat (2).
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XI Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pasal 30 sampai dengan pasal 44;
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 
1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standart Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Nomor 2007 tentang Sertifikasi Guru;
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standart Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standart Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus; 
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru prajabatan;
1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dasar di Kabupaten/ Kota;
1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2012 tentang Uji Kompetensi Guru;
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2014 tentang Kegiatan pendidikan Kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah;
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
BAB IV
DASAR, AZAS DAN TUJUAN
Pasal 4
Dasar
MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 5
Azas
MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang berazaskan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat.
Pasal 6
Tujuan
1. MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang adalah organisasi yang mewadahi guru-guru Bimbingan dan Konseling SMA/SMK yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang.
1. MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang bertujuan :
a. Untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial guru bimbingan dan konseling dalam mengembang tugas sebagai tenaga edukatif;
b. Meningkatkan mutu bimbingan yang dilakukan guru bimbingan dan konseling secara berkelanjutan;
c. Menguatkan jejaring guru bimbingan dan konseling/Konselor SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang;
d. Memahami dan melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah serta memahami isu-isu terkini dunia pendidikan;
e. Membina terlaksanannya Kode Etik Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang;
f. Meningkatkan koordinasi dan managemen Bimbingan dan Konseling SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang;
g. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru bimbingan dan konseling/Konselor SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang dalam berbagai hal, khususnya penguasaan substansi komponen program bimbingan dan konseling yang meliputi pelayanan dasar, pelayanan responsif, pelayanan perencanaan individu, dan pelayanan dukungan sistem melalui pemetaan tugas dalam jalur pendidikan formal;
h. Memberi kesempatan kepada anggota untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik;
i. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengadopsi pendekatan pembaharuan dalam pelayanan bimbingan dan konseling yang lebih profesional;
j. Memberdayakan dan membantu anggota dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan bimbingan dan konseling;
k. Mengubah budaya kerja organisasi (meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kinerja) dan mengembangkan profesionalisme guru bimbingan dan konseling/Konselor SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang melalui kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme;
l. Meningkatkan mutu proses pelayanan bimbingan dan konseling yang tercermin dari peningkatan perkembangan peserta didik yang optimal;
m. Meningkatkan kompetensi guru bimbingan dan konseling/Konselor SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang melalui kegiatan-kegiatan di tingkat Internasional, Nasional, Daerah, dan Kabupaten/Kota;
n. Memberikan perlindungan hukum kepada anggotannya;
o. Memberikan program pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan formal, yaitu mencerdaskan kehidupan Bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yanitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani--dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

BAB V
SIFAT DAN FUNGSI
Pasal 7
SIFAT
MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang adalah organisasi profesi yang bersifat mandiri dan terbuka.
Pasal 8
FUNGSI
MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang berfungsi sebagai wahana peningkatan kompetensi, profesionalisme dan wawasan guru bimbingan dan konseling.

BAB VI
KEGIATAN
Pasal 9
Untuk mencapai tujuan yang tercantum pada pasal 6, maka MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
1. Menyusun Visi, dan Misi MGBK untuk mencapai tujuan pendidikan Nasional, khususnya pendidikan di Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dengan disesuaikan visi, misi, dan tujuan MGBK;
3. Menyusun program kerja MGBK untuk jangka panjang, menengah, dan jangka pendek;
4. Menyusun Program Semester (Promes), Program Tahunan (Prota), dan Kalender Pendidikan, dengan mengacu pada pedoman dari Depdiknas yang berlaku;
5. Meningkatkan pemahaman pada Kurikulum Merdeka;
6. Mengembangkan Layanan dan sistem penilaian;
7. Merancang dan mengembangkan bahan ajar;
8. Meningkatkan pemahaman tentang pendidikan berbasis masyarakat/luas (Broad Based Education), dan pendidikan berorientasi kecakapan hidup (life skill);
9. Mengembangkan pembelajaran yang efektif;
10. Mengembangkan dan melaksanakan analisis sarana pembelajaran;
11. Mengembangkan dan melaksanakan pembuatan alat pembelajaran sederhana;
12. Mengembangkan dan melaksanakan program pembelajaran berbasis teknologi informasi (IT);
13. Mengembangkan  media dan melaksanakan proses belajar mengajar;
14. Meneruskan dan menyebarluaskan kebijakan pendidikan nasional ke daerah Kabupaten/kota, MKKS, sanggar, satuan pendidikan, dan guru bimbingan konseling;
15. Melakukan kerja sama, koordinasi, serta pelaporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang;
16. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota, MKKS, MGBK dan Satuan Pendidikan SMP Kabupaten/Kota.
17. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Perguruan Tinggi, LPMP, Dewan Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota, LSM, Organisasi Profesi, dan Dunia Usaha/Industri;
18. Menjalin komunikasi, baik antar anggota dalam MGBK SMA/SMKKabupaten Aceh Tamiangmaupun dengan instansi/ badan/ organisasi/ masyarakat lain di luar MGBK SMA/SMKKabupaten Aceh Tamiang;
19. Mengusahakan perkembangan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan professional bagi guru bimbingan dan konseling SMA/SMKKabupaten Aceh Tamiang;
20. Mengusahakan perkembangan bimbingan dan konseling SMA/SMKagar mencapai mutu yang dicita-citakan;
21. Menegakkan integritas profesional dalam arti menjaga dan mempertahankan martabat dan profesi guru;
22. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sah sesuai dengan tujuan organisadi dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

BAB VII
KEANGGOTAAN
Pasal 10
Jenis-jenis Anggota
Anggota Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) Kabupaten Aceh Tamiang terdiri atas :
1. Anggota Biasa
2. Anggota Kehormatan 

Pasal 11
Anggota Biasa, Luar Biasa dan Kehormatan

1. Anggota Biasa adalah Guru Bimbingan dan Konseling SMA/SMKNegeri/Swasta di Kabupaten Aceh Tamiang dan terdaftar pada SK anggota MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang;
1. Anggota Kehormatan adalah Pejabat dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan/atau Cabang Dinas Pendidikan Pemerintah Aceh Kabupaten Aceh Tamiang yang secara struktural ada hubungannya dengan kedinasan;
1. Syarat-syarat keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 12
Hak
1. Anggota Biasa MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai hak :
a. Hak berbicara dan hak suara;
b. Hak memilih dan dipilih;
c. Hak mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi;
d. Hak memperoleh sertifikat;
e. Hak menerima fasilitas yang diadakan MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang;
f. Hak mendapat bantuan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan tugas profesinya sebagai guru BK;
g. Hak memperoleh bantuan sosial;
h. Mendapatkan Bukti Tanda Anggota MGBK SMA/SMKKabupaten Aceh Tamiang yang berlaku.
2.	Anggota Kehormatan mempunyai hak :
a.	mengeluarkan pendapat, tetapi tidak mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. 
b.	anggota kehormatan tidak mempunyai hak untuk menerima bantuan sosial.
3.	Penggunaan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 13
Kewajiban
1. Anggota Biasa MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai kewajiban :
a. Menjunjung tinggi nama, citra dan kehormatan MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang;
b. Mematuhi dan memegang teguh Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Profesi serta Peraturan-peraturan organisasi;
c. Menjalankan hasil keputusan musyawarah MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang dengan sebaik-baiknya sesuai tugas porsi kapasitas dan kemampuannya.
d. Mendukung dan menyukseskan seluruh program MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang;
e. Menghadiri setiap ada pertemuan;
f. Memberitahukan kepada Pengurus secara tertulis atau lisan apabila tidak dapat menghadiri rapat sebagaimana butir 4;
g. Memelihara terwujudnya persatuan dan kesatuan sesama anggota.

BAB IX
KEPENGURUSAN
Pasal 14
Pengurus
1. Pengurus MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang merupakan pelaksana tertinggi Organisasi yang dipimpin oleh seorang Ketua;
2. Pengurus MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota Musyawarah Besar (MUBES);
3. Ketentuan mengenai syarat pengurus MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
4. Pemilihan Pengurus, Tata cara pemilihan Pengurus dan syarat-syarat Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB X
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal  15
Kekuasaan Organisasi
Kekuasaan tertinggi organisasi MGBK SMA/SMKKabupaten Aceh Tamiang terdapat pada Anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Rapat Anggota.

Pasal 16
Susunan Pengurus
Susunan Kepengurusan diatur pada Anggaran Rumah Tangga (ART)

Pasal 17
Tugas Pengurus
Pengurus bertugas melaksanakan amanah anggota melalui program kerja yang telah disahkan seperti yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB XI
PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 18
Jenis Permusyawaratan dan Rapat-rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB XII
KEUANGAN
Pasal 19
1. Keuangan organsiasi diperoleh dari :
a. Dana kegiatan dari Cabang Dinas Pendidikan Pemerintah Aceh Kabupaten Aceh Tamiang;
b. Dana bantuan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang;
c. Iuran anggota;
d. Dana donasi atau sumbangan yang sah dan tidak mengikat;
e. Usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART).

BAB XIII
MEKANISME KERJA
Pasal 20
1. Mekanisme Kerja MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang dengan Cabang Dinas Pendidikan Pemerintah Aceh Kabupaten Aceh Tamiang bersifat pembinaan;
2. Hubungan MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang dengan MKKS bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB XIV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 
Pasal 21
1. Perubahan Anggaran Dasar (AD) dilakukan dalam Rapat Anggota Musyawarah Besar (MUBES);
2. Musyawarah yang diselenggarakan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar (AD) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang terdaftar;
3. Keputusan terhadap perubahan Anggaran Dasar (AD) dapat diambil apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir;
4. Apabila quorum tidak terpenuhi seperti yang dimaksud pada ayat 2 dan 3, maka pengesah perubahan Anggaran Dasar dilakukan atas persetujuan Anggota yang hadir dalam Rapat Anggota.

BAB XV
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 22
1. 	Pembubaran MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang hanya dapat diputuskan dalam suatu Rapat Anggota Musyawarah Besar (MUBES) Luar Biasa, dengan quorum sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 2 dan 3;
2. 	Dalam hal MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang dibubarkan, pemanfaatan kekayaan organisasi ditentukan lebih lanjut oleh musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 23
1. Segala sesuatu hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan-peraturan Organisasi;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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ANGGARAN 
RUMAH TANGGA
ANGGARAN RUMAH TANGGA
MUSYAWARAH GURU BIMBINGAN & KONSELING (MGBK)
SMA/SMKKABUPATEN ACEH TAMIANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Anggaran Rumah Tangga yang dimaksud dengan :
1. Anggaran Rumah Tangga MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang ini merupakan pengaturan dan penjelasan lebih lanjut dari Anggaran Dasar MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Ketua Pengurus adalah orang yang dipilih secara pemilihan langsung atau dengan bentuk aturan sesuai dengan Anggaran Dasar untuk memimpin organisasi MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Pengurus adalah Ketua MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang beserta perangkat pembantunya sesuai dengan struktur organisasi yang termuat dalam Anggaran Dasar;
4. Rapat Pengurus adalah pertemuan rutin maupun insidentil yang dilakukan oleh Pengurus MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang untuk membahas perkembangan organisasi, kegiatan-kegiatan dan menetapkan Peraturan Organisasi;
5. Rapat Anggota Musyawarah Besar (MUBES) adalah rapat anggota yang dihadiri oleh seluruh anggota MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang;
6. Anggota adalah guru bimbingan dan konseling SMA/SMK Negeri/Swasta di lingkungan Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB II
VISI DAN  MISI
Pasal 2
VISI
Menjadikan MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang sebagai wadah pemberdayaan dan pengembangan profesi guru BK, sehingga terwujudnya guru BK yang yang beriman dan bertaqwa, berwawasan luas, berkarakter, bermartabat, profesional dan memberikan pelayanan bimbingan dan konseling yang bermutu di era globalisasi dan digitalisasi. 
Pasal 3
MISI
1. Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Mewujudkan kebermaknaan MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang sebagai wadah pengembangan profesionalisme;
3. Meningkatkan profesionalitas,  sikap dan pengetahuan berbasis iman, taqwa, ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Meningkatkan guru BK dalam menanamkan karakter bangsa;
5. Mempublikasikan ide-ide guru dan  karya guru;
6. Menjadikan guru sebagai agen perubahan dan kemajuan pendidikan;
7. Membangun  jaringan  komunikasi antar guru, lembaga, organisasi keilmuan, dan organisasi profesi yang efektif, efisien dan berkualitas;
8. Menyelenggarakan pelatihan, seminar dan forum  ilmiah lainnya untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan dan sikap profesional guru dalam mengelola pelayanan bimbingan dan konseling yang efektif, aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan;
9. Meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola administrasi pelayanan;
10. Menanamkan kepedulian sosial terhadap lingkungan;
11. Memfasilitasi kegiatan guru dalam pengembangan profesi;
12. Mengembangkan kepekaan terhadap perkembangan IPTEK;
13. Menjadikan guru BK yang hebat, inspiratif dan berwawasan global;
BAB III
STRATEGI DAN MOTTO
Pasal 4
Strategi
1. Membangun struktur organisasi yang solid dan akuntabel;
2. Menyusun program kerja yang dapat dilaksanakan secara berkesinambungan;
3. Melaksanakan program kerja secara efektif dan efisien dengan mensinergikan semua potensi, baik internal maupun eksternal;
4. Membangun motivasi guru pembimbing untuk berperan aktif dalam kegiatan organisasi;
5. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja secara periodik;
6. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi serta dokumentasi yang handal;
7. Mengembangkan wawasan kependidikan dan keilmuan melalui forum-forum ilmiah;
8. Menyelenggarakan pelatihan, penataran atau workshop pengembangan perangkat bimbingan dan konseling;
9. Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan media bimbingan dan bahan bimbingan;
10. Membangun kerjasama saling menguntungkan dengan lembaga lain.

Pasal 5
Motto
Guru BK Hebat, Siswanya Mantap


BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 6
Anggota MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari anggota tercatat dalam SK Anggota MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 7
1. Setiap guru bimbingan dan konseling SMA/SMK Negeri dan Swasta Kabupaten Aceh Tamiang yang mendaftar menjadi anggota, memenuhi syarat pendaftaran keanggotaan serta mengikuti sebagian atau seluruh kegiatan pada suatu program MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang secara langsung tercatat sebagai Anggota MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang dan data dirinya tercatat dalam SK Anggota MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Syarat dan ketentuan pendaftaran mengikuti suatu program MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang ditentukan pada rapat pengurus.

Pasal 8
Keanggotaan MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang berakhir karena :
1. Meninggal dunia;
2. Purna Tugas (pensiun);
3. Mutasi kerja keluar Kabupaten Aceh Tamiang dan/atau jabatan struktural;
4. Mutasi kerja ke jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Perguruan Tinggi (PT).
5. Diberhentikan;
6. Organisasi bubar.
Pasal 9
1. Anggota MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang dapat mengajukan permintaan pengunduran diri secara lisan maupun tertulis kepada pengurus karena alasan mutasi kerja guru ke luar Kabupaten Aceh Tamiang dan/atau jabatan struktural;
2. Keanggotaan berakhir karena mutasi kerja guru ke luar Kabupaten Aceh Tamiang dan/atau jabatan struktural seperti yang dimaksud pada ayat 1 dengan permintaan atau tidak dengan  keterangan berakhirnya keanggotaan guru yang dimaksud.

Pasal 10
1. Anggota MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang dapat diberhentikan sementara dan selama waktu yang ditetapkan oleh Pengurus dengan alasan :
a. Dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban anggota sebagaimana dimaksud dalam Anggaran dasar;
b. Dengan sengaja melanggar atau tidak mematuhi peraturan yang sudah ditentukan oleh pengurus;
2. Pemberhentian sementara keanggotaan  MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang diberitahukan secara tertulis oleh pengurus;
3. Dalam pengambilan keputusan untuk memberhentikan sementara, pengurus harus mengumpulkan dan menyelidiki fakta-fakta yang menjadi alasan anggota tersebut diberhentikan sementara;
4. Pengambilan keputusan pemberhentian sementara dilakukan dalam Rapat Pengurus yang khusus diadakan untuk itu;
5. Rapat Pengurus dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari pengurus, dan keputusan dianggap sah apabila 3/4 (tiga perempat) dari pengurus yang hadir menyetujuinya.
 
Pasal 11
1. Anggota MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang yang diberhentikan mempunyai hak untuk membela diri dalam rapat pengurus;
2. Pengurus berkewajiban mengundang secara tertulis anggota yang akan melakukan pembelaan diri, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan;
3. Apabila anggota yang melalukan pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak hadir, maka Pengurus berhak memutuskan Pemberhentian tetap;
4. Anggota yang diberhentikan sementara dapat direhabilitasi berdasarkan  keputusan Pengurus dan disampaikan secara tertulis kepada anggota yang bersangkutan.

Pasal 12
Anggota yang mendapat tugas atau menjabat sebagai Kepala SMA/SMK secara otomatis berubah sifat keanggotaannya menjadi Anggota Kehormatan.

Pasal 13
1. Anggota Kehormatan dibebaskan dari iuran anggota bulanan;
2. Setiap anggota wajib membayar iuran anggota sejak diterima sebagai anggota MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang dan kewajiban membayar iuran anggota berakhir apabila yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota.
2. Anggota MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang dapat dicabut/dinyatakan tidak berlaku keanggotaannya karena yang bersangkutan telah melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan, mencermarkan, merusak nama baik organisasi yang pada akhirnya dapat mencoreng dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang.



Pasal  14
Anggota Kehormatan berakhir karena :
1. Menjalani mutasi jabatan yang sesuai dengan kedinasan
2. Menjalani masa pensiun
3. Meninggal dunia

Pasal 15
Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan dapat memberikan sumbangan dalam berbagai bentuk pada MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang untuk kemajuan organisasi.

BAB V
SANKSI
Pasal 16
Setiap anggota yang tidak hadir 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 1 (satu) semester tanpa pemberitahuan, tidak berhak mendapatkan :
1. Bukti Anggota MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang;
1. Bantuan sosial;
1. Produk yang dihasilkan MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB VI
KEPENGURUSAN
Pasal 17
1. Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, yaitu : Ketua, Sekretaris dan Bendahara; 
2. Susunan dan jumlah personil pengurus menjadi hak prerogatif Ketua MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang terpilih, yang disesuaikan dengan kebutuhan;

Pasal 18
Pelindung, Penasehat dan Koordinator
1. MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai Pelindung, Pembina, Penasehat dan Koordinator;
2. Pelindung merupakan pejabat yang memberikan perlindungan kepada organisasi agar mampu menjaga keberadaannya secara berkesinambungan. Pelindung MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang adalah Kepala Dinas Cabang Pendidikan Aceh Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Penasehat MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang adalah Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Aceh Tamiang;
4. Koordinator adalah Kepala Sekolah yang berlatar belakang pendidikan Bimbingan dan Konseling di Lingkungan Kabupaten Aceh Tamiang dan/atau Kepala Sekolah yang ditugaskan oleh Ketua MKKS sebagai Koordinator MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang;
5. Hubungan Pelindung, Pembina, Penasehat dan Koordinator dengan Pengurus merupakan hubungan koordinasi.

BAB VII
PEMILIHAN PENGURUS 
Pasal 19
Pemilihan Pengurus 
1. Pengurus dipilih setiap 3 (tiga) tahun sekali sampai terbentuknya kepengurusan yang baru;
2. Proses pemilihan dilakukan hanya memilih ketua, sedangkan pengurus yang lain ditentukan sendiri oleh Ketua terpilih;
3. Setiap anggota berhak memilih dan dipilih sebagai Calon Ketua MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang;
4. Panitia Pemilihan Ketua adalah Pengurus MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang aktif dan anggota aktif ;
5. Panitia Pemilihan Ketua bisa terdiri atas 3 (tiga) orang, yaitu : Ketua, Sekretaris dan Anggota;

Pasal 20
Pimpinan Rapat Pleno
1. Pengurus MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang dipilih secara demokratis oleh dan dari Anggota dalam Rapat Anggota Musyawarah Besar (MUBES);
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia;
3. Apabila Ketua Panitia berhalangan, maka Rapat Plebo dipimpin oleh Sekretaris dan atau Anggota Panitia;
4. Apabila Ketua Panitia, Sekretaris dan Anggota Panitia berhalangan, Rapat Pleno dipimpin oleh anggota yang tertua usianya; 

Pasal 21
Kuorum dan Keputusan
1. Pemilihan Ketua dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh prosen) anggota plus 1 (satu) orang anggota;
2. Apabila rapat pleno tidak mencapai kuorum, maka rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam
3. Apabila setelah ditunda tetap tidak kuorum, rapat dilanjutkan untuk mengambil keputusan tanpa memenuhi kuorum
4. Pengambilan keputuan dilakukan secara musyawarah mufakat dalam rapat pleno anggota yang tertutup untuk umum.
5. Apabila tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara dalam rapat pleno anggota terbuka untuk umum;

Pasal 22
Tata Cara Pemilhan Ketua
1. Ketua MGBK dipilih dan ditetapkan dengan mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal calon ketua lebih dari 1 (satu) orang, maka dilakukan pemungutan suara;
3. Pengajuan calon ketua diplih dengan pertimbangan mempunyai komitmen, visi, misi, kemampuan leadership, manajerial, kolaboratif, akomodatif, aspiratif dan kemampuan menjalankan organisasi;
4. Mekanisme Pemilihan calon ketua terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan :
a. Pra Pemilihan (pencalonan) :
1) Sebelum acara pemilihan Ketua, Ketua yang masa bhaktinya telah berakhir menyatakan demisioner.
2) Setiap anggota berhak mengajukan 1 (satu) nama calon ketua;
3) Seorang calon ketua dinyatakan sah apabila didukung sekurang-kurangnya 3 (tiga) suara;
4) Nama calon tersebut disampaikan dan atau diserahkan ke panitia pemilihan untuk selanjutnya dipublikasikan kepada peserta rapat;
5) Nama calon tersebut menyatakan kesedianya di forum;
6) Apabila jumlah calon ketua yang dinyatakan sah hanya 1 (satu) orang atau tunggal, maka Ketua Panitia dapat meminta kepada forum untuk menerima dan menetapkan calon tersebut secara aklamasi (penetapan secara mutlak);
b. Proses Pemilihan :
1) Panitia Pemilihan menuliskan semua calon yang diajukan oleh masing-masing elemen;
2) Pemilihan dilakukan secara langsung, bebas, dan rahasia dengan cara setiap anggota menuliskan nama 1 (satu) orang anggota yang dipilih di dalam kertas suara yang telah disediakan dan terdapat stempel MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang;
3) Dalam hal anggota tidak menuliskan nama di dalam kertas, maka dianggap abstain;
4) Dalam hal anggota menuliskan lebih dari 1 (satu) nama di dalam kertas, maka dianggap tidak sah;
c	Perhitungan Suara :
1)	Perhitungan suara dilakukan setelah semua anggota yang hadir memberikan suara;
2) 	Calon yang mendapat suara terbanyak ditetapkan menjadi ketua;
3)	Apabila suara yang diperoleh terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota yang memperoleh suara sama banyak, maka dilakukan pemungutan suara ulang terhadap anggota yang memperoleh sama banyak untuk ditetapkan sebagai calon dalam pemungutan suara putaran kedua;
4) Apabila pada pemungutan suara putaran kedua, tidak ada seorangpun yang memperoleh suara terbanyak, maka dilakukan pemungutan suara putaran ketiga;
5) Apabila dalam putaran ketiga perolehan suara sama banyak, pemungutan suara ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit untuk dilakukan musyawarah tertutup antar calon untuk mengambil keputusan;
6) Apabila dalam musyawarah antar calon tidak mencapai mufakat, penentuan Ketua MGBK dilakukan dengan cara diundi dari 2 (dua) nama yang mendapat suara sama banyak;
7) Setelah semua proses selesai, ketua terpilih menyampaikan sambutannya 
8) Seorang Ketua terpilih selanjutnya wajib melengkapi susunan pengurus dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak dilaksanakannya Pemilihan;

BAB VIII
MASA BHAKTI KEPENGURUSAN
Pasal 23
1. Masa bhakti kepengurusan ditetapkan untuk masa 3 (tiga) tahun;
2. Masa bhakti kepengurusan berakhir bersamaan dengan disahkannya pengurus baru;
3. Dalam hal Ketua Pengurus yang masa bhaktinya telah berakhir dapat dipilih kembali melalui rapat anggota untuk masa jabatan yang kedua, dan boleh dipilih kembali setelah berhenti 1 (satu) periode.
4. Apabila masa jabatan pengurus akan berakhir, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa jabatannya, Pengurus aktif harus segera membentuk Panitia atau mengusulkan calon dan segera mengadakan pemilihan pengurus baru;
5. Apabila sampai dengan batas akhir masa jabatannya, Pengurus aktif belum melakukan pemilihan pengurus baru, maka sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota atau pengurus dapat segera mengajukan usulan kepada Koordinator untuk segera diadakan pemilihan pengurus yang baru;






BAB IX
SYARAT-SYARAT PENGURUS
Pasal 24
1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Memiliki tanggung jawab, visi dan kesanggupan kerja untuk mengembangkan MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang;
4. Memiliki kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas;
5. Memiliki kualitas, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, loyalitas, kejujuran, dan dedikasi tinggi;
6. Mampu bekerjasama secara kolektif;
7. Memiliki komitmen dan kompetensi untuk memimpin Organisasi MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan AD/ART dan Program Kerja Organisasi;
8. Tercatat sebagai anggota aktif MGBK SMA/SMKKabupaten Aceh Tamiang;
9. Tidak pernah menerima sanksi hukum yang resmi; 
10. Tidak pernah terlibat di organisasi terlarang;
11. Memahami dan menguasai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS
Pasal 25
Hak
Pengurus mempunyai hak :
1. Menetapkan Peraturan Organisasi sebagai penjabaran dari Pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART);
2. Mengatur hubungan kerjasama ke dalam dan ke luar organisasi;
3. Menggunakan hak suara seperti yang dimiliki anggota.

Pasal 26
Kewajiban
Pengurus mempunyai kewajiban :
1. Menetapkan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART);
2. Mengelola dan mengurus organisasi sesuai bidang tugasnya;
3. Menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Semesteran;
4. Mengatur dan menetapkan Tata kerja Organisasi;
5. Mempertanggungjawabkan segala pekerjaan, tindakan dan kebijakan Organisasi kepada Rapat Anggota Paripurna.
BAB XI
PEMBERHENTIAN PENGURUS
Pasal 27
1. Keanggotaan Pengurus berakhir dikarenakan :
a. Meninggal dunia;
b. Purna Tugas (pensiun);
c. Mengundurkan diri;
d. Mutasi kerja guru ke luar daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan/atau ke jabatan struktural;
e. Mutasi kerja ke jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD); Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Perguruan Tinggi (PT);
2. Terhadap Anggota Pengurus dapat dikenakan tindakan pemberhentian berdasarkan keputusan Pengurus, apabila anggota pengurus tersebut :
a. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi;
b. Tiga kali berturut-turut tidak menghadiri Rapat Pengurus tanpa alasan;
3. Dalam mengambil tindakan pemberhentian, Pengurus harus :
a. Mengadakan penyelidikan atas kebenaran tindakan yang dilakukan;
b. Mengadakan Rapat Pengurus untuk memutuskan tindakan pemberhentian anggota pengurus;

BAB XII
PENGGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU
Pasal 28
Posisi Pengurus yang kosong dapat diisi berdasarkan keputusan Rapat Pengurus dan dilaporkan pada Rapat Anggota.

BAB XIII
PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 29
Jenis Rapat-rapat
Rapat terdiri atas :
1. Rapat Anggota Musyawarah Besar (MUBES)
2. Rapat Pengurus
3. Rapat-rapat lain yang ditentukan oleh pengurus.


Pasal 30
Rapat Anggota dan Pengurus
1. Rapat Anggota Musyawarah Besar (MUBES) :
a. Rapat Anggota Musyawarah Besar (MUBES) diadakan untuk : 
1) Untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anggota;
2) Menyusun Program Kerja;
3) Menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART);
4) Memilih Pengurus Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK);
5) Menilai Pertanggungjawaban Pengurus;
6) Mengesahkan Tata tertib;
b. Rapat Anggota Musyawarah Besar (MUBES) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan dalam keadaan mendesak (luar biasa) dapat diadakan rapat sewaktu-waktu atas pertimbangan pengurus;
c. Rapat Anggota Musyawarah Besar (MUBES) sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota;
d. Keputusan Rapat Anggota Musyawarah Besar (MUBES) diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil melalui voting serta memenuhi quorum. Quorum pengambilan keputusan adalah 2/3 (dua pertiga) dari peserta yang hadir;
e. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada orang lain.
f. Anggota yang tidak hadir wajib mematuhi keputusan yang ditetapkan Rapat Anggota Musyawarah Besar (MUBES).
2. Rapat Pengurus :
a. Rapat Pengurus membahas dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :
1) Membahas permasalahan-permasalahan actual yang terjadi dan/atau akan terjadi di MGBK;
2) Membahas kinerja kepengurusan/evaluasi;
3) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan;
b. Rapat Pengurus diadakan 1 (satu) bulan sekali, dan sewaktu-waktu apabila ada hal-hal yang dianggap penting;
c. Rapat Pengurus dipimpin Ketua, namun apabila Ketua berhalangan, maka rapat dipimpin oleh wakil ketua atau seketaris;
d. Apabila Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris berhalangan, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih dari anggota pengurus yang hadir;
e. Pengambilan keputusan dalam Rapat Pengurus sedapat mungkin diupayakan melalui mufakat Pengurus ;
f. Untuk pengambilan keputusan, Rapat Pengurus wajib untuk memenuhi quorum kehadiran minimal 1/2 (setengah) dari anggota Pengurus. Quorum pengambilan keputusan adalah 2/3 (dua pertiga) dari anggota yang hadir;
g. Pengurus yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada orang lain;
h. Pengurus yang tidak hadir wajib mematuhi keputusan yang ditetapkan Pengurus;
BAB XIV
PROGRAM
Pasal 31
1. Program MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari program rutin dan non rutin;
2. Program rutin MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang adalah program yang disusun oleh pengurus dalam rapat kerja pengurus;

Pasal 32
Materi Program ditentukan pada rapat pengurus berdasarkan kepada tujuan organisasi seperti dimaksud pada pasal 6 dan usulan dari Anggota, Pelindung, Pembina, Penasehat dan Koordinator;

Pasal 33
1. Narasumber pada kegiatan Program MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang ditentukan pada rapat pengurus;
2. Narasumber pada kegiatan Program MGBK SMA/SMK Kabupaten Aceh Tamiang adalah Guru Pemandu, Dosen, Widyaiswara, pengembang/ instruktur, pejabat struktural Dinas Pendidikan, dan atau Pengawas Sekolah.

BAB XV
KEUANGAN
Pasal 34
1. Pengurus mengatur dan menetapkan :
a. Biaya Operasional Organisasi;
b. Penggunaan uang iuran anggota;
2. Pengelolaan uang dilakukan oleh Bendahara;
3. Pengurus dapat mengusahakan pendapatan lain dari Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat;
4. Bendahara wajib melaporkan keadaan keuangan kepada Ketua, secara periodik 1 (satu) bulan sekali, dan pada saat pertanggungjawaban pelaporan kegiatan.

Pasal 35
1. Tahun buku organisasi dimulai pada tanggal 1 Januari  sampai dengan 31 Desember tiap-tiap tahun;
2. Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan pada saat membuat Laporan Penyelenggaraan Program;
BAB XVI
KEGIATAN SOSIAL
Pasal 36
1.	Yang berhak mendapatkan bantuan sosial terdiri atas :
a. Anggota
b. Suami/ Istri
c. Anak Kandung
d. Orang tua Kandung

2.	Kategori yang mendapatkan bantuan social :
		a.	Sakit di rumah sakit minimal 3 hari	:	
			1)		Yang bersangkutan	:	Rp.	200.000,00
			2)		Suami/istri/anak/orangtua	:	Rp.	200.000,00

b. 	Meninggal dunia :
1)	Yang bersangkutan/suami/istri/anak	:	Rp.  	200.000,00
2)	Orangtua Kandung		:	Rp.	200.000,00

c. 	Mutasi
1)	Purna tugas (pensiun)					:	Rp.	150.000,00
2)	Alih tugas beda jenjang dalam Kota				:	Rp.	150.000,00
3)	Alih tugas baik satu jenjang maupun 
	beda jenjang di luar Kabupaten Aceh Tamiang	:	Rp.	150.000,00
3. Bantuan sosial sebagaimana point 2.a diberikan untuk 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
4.	Sumber dana dari iuran rutin sebesar Rp. 30.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
5.	Apabila kas dalam keadaan kosong, maka diadakan iuran secara insidental;
6.	Tidak menutup kemungkinan sosial secara pribadi;
7.	Transportasi kegiatan sosial untuk wilayah Kabupaten Aceh Tamiang ditanggung oleh masing-masing anggota. Sedangkan untuk wilayah di Luar Kabupaten Aceh Tamiang yang dalam pelaksanaan kegiatannya menggunakan transportasi roda 4 (empat), maka biaya transportasi ditanggung sebagian atau seluruhnya oleh Kas. 

BAB XVII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 37
1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) dilakukan dalam Rapat Anggota Musyawarah Besar (MUBES);
2. Musyawarah yang diselenggarakan untuk melakukan perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang terdaftar;
3. Keputusan terhadap perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) dapat diambil apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
4. Apabila quorum tidak terpenuhi seperti yang dimaksud pada ayat 2 dan 3, maka pengesah perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) dilakukan atas persetujuan Anggota yang hadir dalam Rapat Anggota.

BAB XVIII
KEKAYAAN
Pasal 38
Inventaris kekayaan organisasi dilakukan oleh Sekretaris dan Bendahara dengan administrasi yang baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan dalam Rapat Pengurus maupun Rapat Anggota Musyawarah Besar (MUBES).


BAB XIX
PENUTUP
Pasal 39
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan-peraturan Organisasi;
2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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